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KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya
masukan lainnya yang diantaranya didasarkan pada
harga pasar dan satuan harga yang ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis  yang
berwenang;

bahwa perlu adanya keseragaman biaya dalam
perencanaan kegiatan dan anggaran dalam pengelolaan
keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan
anggaran berbasis kinerja di lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang
mengacu pada standardisasi harga satuan pokok

kegiatan;
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Mengingat

bahwa dalam Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah
tidak sesuai dengan harga pasar dan satuan harga yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 322);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
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dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar  Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 324);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai
Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1
Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat
HSPK BKKBN adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.
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Pasal 2
HSPK BKKBN merupakan harga satuan biaya batas tertinggi
dari kegiatan spesifik Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional yang tidak tercantum dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 3
HSPK BKKBN digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja
untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana
kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga

Berencana.

Pasal 4
Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran serta
pelaksanaan anggaran Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan pedoman pelaksanaan

kegiatan dari unit kerja terkait.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1040),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



